
  

BUPATI MURUNG RAYA 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA 
NOMOR 37 TAHUN 2020 

TENTANG 

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI 

DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN 

MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MURUNG RAYA 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MURUNG RAYA, 

  

    

  

   
    

  

   

    

   

“ “Daerah, dan Per: e 
2 ' Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat perlu 
lakukan penyesuaian terhadap Kedudukan, Susunan 

a nisasi, aan Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pusat 
tesehatan Mass mreka anua ten Murung Raya, ak Nasi KET lake ntuan Pasal 7 Peraturan 

aerah Kabnaatan Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 
21 tang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
eraturan Daerah Kabupaten M ru ng Raya Nomor 3 Tahun 

20 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomer 9 
hun 2016 tentang Perangi Daerah menyebutkan 

pembentukan Unit Pelaksana Te re is Daerah ditetapkan 
n "Peraturan Bupati, "t 
ber sarkan ia Mapamana dimaksud 

1 huruf perlu menetapkan Peraturan 
Bup: | tentang eeI an, Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas, Fung si 
Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan 
Kabupaten Murung Raya. 
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten 
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, 

Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan 
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 
18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
41801: 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438): 
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5. 

10. 

II 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6398), 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494), 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik ee Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa k abah rakhir dengan Undang-Undang 
u Perubahan Kedua Atas 

Nomor . Tahun 2014 tentang 
tahan Daerah (Lemba gara Republik Indonesia 
2015 Nomer 58, han Lembaran Negara 

  

   

   

   

    

nesia Ncmor 5601): as $ 

an Pemerintah Nomor “Tahun 1996 tentang 
a Kesehatan (Lembaran Republik Indonesia 

1996 Nomor 49, Tan an Lembaran Negara 
Lp Aa an 

-merintah. Nom Tahun 2016 tentang 

ambahan Lembaran Negara 
1or 5887) sebagaimana telah diubah 

dengan Barat merintah Nomer 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402), 

Peraturan Pemerintah Nomor Il Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, TambahanLembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor6037): 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6091): 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322), 

 



Menetapkan 

h
a
 

Kw
 .Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310), 

13. Peraturan Menteri Dalarm Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157), 

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang 
Penyepapanann Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan 
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Kabupaten Murung 

han Lembaran Daerah 

16. 

ra an Daerah (Lembaran D 
1 Tahun 2616 Nomor 169, T 

paten Murung Raya No 
ah dengan Peraturan Dacra 
or 3 Tahun 2020 tentang 

Nomor 9 Tahun 2 16 
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PERATURAN BUPA TENTANG PEMBENTUKAN, 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN 
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT 
KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN 
KABUPATEN MURUNG RAYA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 

 



wa
 Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Murung Raya. 
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten 

Murung Raya. 
6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang 

digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan 
kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun 
rehabilitatif yang dilakukan cleh pemerintah, pemerintah 
daerah dan/atau masyarakat. 

7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat 
Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang 
menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan 
upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan 
lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di 
wilayah kerjanya. 

8. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat 

UEA. 2 untuk memelihara dan 

mencegah dan 
asalah kesehatan dengan 

syarakai. 
g selanjutnya disingkat 

serangkaian kegiatan 
untuk peningkatan, 

enyakit, pengurangan 
emulihkan kesehatan 

    

   
       

      

     
      

» Kesehatan na 

P adalah suatu Sa 
MIL 

    

   

pen C L 

nderitaan akibat penyok d 
eorangan. 
ga Kesehatan adalah « 

dalam bidang keschatan « 
atau keterampilan mela 

s£ Pi yang untuk & jeng 

   

     

   

     

            

       

10. ang yang mengabdikan 
memiliki pengetahuan 
pendidikan di bidang 
tertentu memerlukan 

     

    

yang selanjutnya 
hatan adalah upaya yang 
a masyarakat, mencakup 

evaluasi, pencatatan, dan 

an dalam suatu sistem. 
12. Sistem Informasi Puskesmas adalah suatu tatanan yang 

menyediakan informasi untuk membantu proses 
pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen 
Puskesmas untuk mencapai sasaran kegiatannya. 

13. Jabatan Fungsional adalah Aparatur Sipii Negara yang 
diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat 
yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang 
sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung 
kelancaran tugas kedinasan. 

14. Jabatan Pelaksana adalah kiasifikasi jabatan Pegawai 
Negeri Sipil yang menunjukkan kesamaan karakteristik, 
mekanisme, dan pola kerja. 

15. Unit Pelaksana Teknis yang selanjuinya disingkat UPT 
adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri yang 
melaksanakan tugas teknis cperasional dan/atau tugas 
teknis dari organisasi induknya. 

  
 



BAB II 
PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Puskesmas 
pada Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya. 

(2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui 
Kepala Dinas. 

(3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
Kepala UPT Puskesmas. 

BAB III 
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 
SERTA TATA HUBUNGAN KERJA 

Pasal 3 

it organisasi bersifat fungsional 

ja secara profesional. 

    

   
   

   

rsud pada ayat (Ii) 

sana teknis yang berada 

“kepada Kepala Dinas, 

peraturan — perundang- 

serta tugas pokok dan fungsinya diatur lebih lanjut 
dengan Keputusan Bupati. 

BAB V 

TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Pasal 5 

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan 

kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di 

wilayah kerjanya. 

Fasal 6 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 Puskesmas memiliki fungsi: 

a. penyelenggaraan UKM Tingkat Pertama di wilayah 

kerjanya, dan 

 



b. 

H 

@) 

penyelenggaraan UKP Tingkat Pertama di Wilayah 

Kerjanya. 

Pasai 7 

Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 

ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok memimpin 

penyelenggaraan Puskesmas di wilayahnya. 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Kepala Puskesmas menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan penetapan kebijakan teknis pelayanan di 

bidang kesehatan rujukan secara paripurna, 

b. pelaksanaan kegiatan pelayanan dibidang kesehatan 

perorangan secara paripurna dengan upaya 

penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, 

pelayanan rujukan, pengembangan dan pengabdian 

        

   

    

   

peran serta dan partisipasi 

an masyarakat dalam 
1 alian penyakit, 

tugas dapat berjalan 

atarisasi permasalahan 

elaksanaan tugas serta 

salah: 

dan pelaporan 

i. penilaian kinerja pegawai di Lingkungan Puskesmas, 

dan 

j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 

oleh pimpman. 

BAB VI 
PENGISIAN, PENGANGKATAN 

DAN SYARAT JABATAN 

Bagian Kesatu 

Pengisian Jabatan 

Pasal 8 

Kepala Puskesmas, merupakan Pejabat Fungsional tenaga 

kesehatan yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala 

Puskesmas. 

 



Bagian Kedua 
Pengangkatan Dalam Jabatan 

Pasal 9 

Kepala Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas 

usul Kepala Dinas. 

Bagian Ketiga 
Syarat Jabatan 

Pasal 10 

Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 harus 

memenuhi persyaratan : 

a. memiliki pendidikan bidang kesehatan paling rendah 

sarjana S-1 Istrata satu) atau D-4 (diploma empat) atau 

sedang menduduki jabatan fungsional tenaga kesehatan 

jenjang ahli paling sedikit 2 (dua) tahun, 

b. memiliki kemampuan manajemen di bidang kesehatan 

        

    
   

   

  

akan diangkat jabatannya 

terpencil dan sangat 

naga kesehatan dengan 
1 dimaksud pada ayat 

t oleh pejabat fungsional 

endidikan paling rendah 

    

Kelompok Jab gsional, terdiri atas sejumlah tenaga 
dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam 
berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior 
yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT 
Puskesmas. 

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban 

kerja. 

(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 



Bagian Kedua 
Jabatan Pelaksana 

Pasal 12 

il) Penamaan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan 
hasil analisis jabatan. 

(2) Nama-nama jabatan pelaksana di lingkungan Puskesmas 
ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. 

(3! Nama-nama jabatan pelaksana sebagainana dimaksud 
pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan 
organisasi perangkat daerah. 

(4 Nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(5) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan 
pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan 

Na Keputusan na 

        

   

    
     

  

lingkungan Puskesmas 
dan ditetapkan dengan 

aksana di lingkungan 
etaris Daerah dan 

  

Kepala UPT Puskesmas, 

al dan Pelaksana, wajib 

r ordinasi, integrasi, simplikasi dan 

sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam 

lingkungan UPT Puskesmas maupun instansi lain sesuai 

dengan tugas masing-masing. 

(1) 

(2) Kepala UPT Puskesmas wajib mengawasi bawahannya 

masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar 

mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan 

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 

(3) Kepala UPT Puskesmas bertanggung jawab memimpin, 

mengkoordinasikan dan memberi bimbingan serta 

petumjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. 

(4) Kepala UPT Puskesmas wajib mengikuti dan mematuhi 

petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Dinas dan menyampaikan laporan berkala tepat pada 

waktunya. 

 



BAB IX 
PENDANAAN 

Pasal 14 

(1) Pendanaan di Puskesmas bersumber dari : 

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Kabupaten, 

b.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN): 

dan/atau 

c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 

(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan 

dengan mengutamakan penyelenggaraan upaya kesehatan 

masyarakat. 

(3) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(1) S : menyelenggarakan Sistem 

    

   
   

   
   

imana dimaksud pada 
mn Informasi kesehatan 

(2) 

imana dimaksud pada 

a elekironik dan/atau 

agaimana dimaksud pada 

oran kegiatan Puskesmas dan 

b.Pencatatan dan pelaporan keuangan Puskesmas dan 
jaringannya, 

c. Survei lapangan, 
d. Laporan lintas sektor terkait, dan 

e. Laporan jejaring Puskesmas di wilayah kerjanya. 

Pasal 16 

(1) Dalam menyelenggarakan Sistem Infomasi Puskesmas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasai 15, Puskesmas harus 
menyampaikan laporan kegiatan Puskesmas secara berkala 
kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya. 

(2) Laporan kegiatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) merupakan sumber data dari pelaporan data 
program kesehatan yang diselenggarakan melalui 
komunikasi data. 

 



Diundangkan di Pu 
pada tanggal 28 Des 

SEKRETARIS 
KABUPATEN 1! 

BERITA DAERAH KABUPATEN 

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 17 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan 
Bupati Murung Raya Nomor 08 Tahun 2011 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai 
Unit Pelaksana Teknis Kesehatan (UPT) Kabupaten Murung 
Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2011 
Nomor 86) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Pasal 18 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya. 
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